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Perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan kewenangan
jabatannya dalam hal akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan
waarmerking = legal protection against his post notary in implementing
authority in the hands deed under legalized or waarmerking
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Notaris adalah pgabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik
tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu akta
otentik dan akta dibawah tangan, akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pgabat yang berwenang dengan
bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,
sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan
bentuk sertaisinya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya. Pada prakteknya akta dibawah
tangan yang telah ditandatangai oleh para pihak dapat didaftarkan waarmerking di kantor notaris namun ada
juga akta dibawah tangan yang ditandatagani oleh oleh para pihak dihadapan notaris yang tanggal
pembuatannya sama dengan tanggal pada saat menghadap dihadapan notaris hal ini yang disebut legalisasi.
Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya dokumen sebagai alat bukti sehingga perjanjian diantara
para pihak cukup dengan rasa saling percaya. Hal ini akan menimbulkan permasalah dikemudian hari
apabila para pihak tidak mengakui isi dari perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini diperlukan
perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal legalisasi dan waarmerking dan bagaimana pulalegalisas
dan waarmerking menjadi alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Maka simpulan dari hal ini notaris
apabila menerima dokumen untuk dilegalisasi dan waarmerking harus lebih cermat dan berhati ndash;hati
dengan cara mencocokkan identitas para pihak serta membacakan isi dari perjanjian tersebut kepada para
pihak, selain itu notaris haru juga memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar lebih paham
mengenai legalisasi dan waarmerking beserta akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan sumber data sekunder berupa undang-undang, Buku dan tesis.

<hr /><i>Notary isapublic official authorized to make an authentic deed, as far as the manufacture of
certain authentic deed is not reserved for other public officials. Deed can be divided into two types, namely
the authentic act and deed under hand, authentic deed is a deed made by the competent authority with the
form required by law and has the strength of evidence was perfect, while the deed under the hand is a deed
made not before competent authorities and the form and content in accordance with the will of the parties
who made it. In practice the deed under the hand that has been signed by the parties can be registered
waarmerking at the notary 39 s office, but there is also a deed under hand ditandatagani by the parties before
anotary that the date of manufacture of the date when facing the front of the notary thisthing called
legalization. People are still unaware of the importance of the document as evidence that the agreement
between the parties smply by mutual trust. Thiswill cause problemsin the future if the parties did not
recognize the contents of the agreement have been made. In this case the necessary legal protection of the
notary in the case of legalization and waarmerking and how the legalization and waarmerking be evidence
for the parties who made it. So the conclusion of this notary when receiving documents to be legalized and
waarmerking should be more careful and cautious by matching the identity of the parties and read out the
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contents of the agreement to the parties, in addition to the notary emotion also provide legal counseling to
the parties for more details about the legalization and waarmerking and their legal consequences. The
method used is a normative legal research with secondary data sources in the form of legisation, books and
theses.</i>



